KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 862 /KPTS/IV/2021
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF BATAS BAWAH DAN TARIF BATAS ATAS AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA SE-PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 20

16

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,
Gubernur menetapkan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif

Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas
Atas Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304

6);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

sia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom

6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Dsg
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Non
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non
6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unds
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Neg:

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15,
10T

ya
o1
10T
ing
ara
an




-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahs
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553

an
3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentas
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembar:
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Siste

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolas
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar:

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
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Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 5802);

ra

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Beri
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 140
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dala

ta
0)
m

Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Beri
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum

Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 202
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, bagi jenis pelanggan yang meliputi
masyarakat berpenghasilan rendah, kepentingan pendidikan dan

sosial dikenakan tarif rendah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah

dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Besember 2021

SE]

/,GUBERNUR SUMATE
-4

H. HERMAN DERU
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

4. Direktur Perusahaan Air Minum se-Provinsi Sumatera Selatan di tempat

di
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